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Abstrak: Penelitian ini tentang “Pemanfaatan kebijakan dana alokasi desa bersumber dari 
APBN Tahun 2015 dalam pemberdayaa masyarakat”. Lokasi penelitian  pada Kecamatan 
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. Dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini 
karena timbulnya fenomena bahwa pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber 
APBN tahun 2015 dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur desa dan tidak 
dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Pada hal dari jumlah penduduk 17.289 jiwa 
diantaranya 7832 penduduk miskin (35%) belum pernah mendapat pemberdayaan ekonomi 
dari pemerintah.  Sehingga kondisi kehidupan mereka semakin memprihatikan Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis pendekatan kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data ditempuh melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Tehnik analisa data ditempuh melalui langkah-langkah koleksi data, reduksi 
data, penyajian data dan kesimpulan (ferivikasi). Informan yang digunakan sebanyak 13 
orang, terdiri dari Camat, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan, Kepala Mukim, 
Geuchik Gampong serta tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Informan ditentukan secara 
purposif yaitu berdasarkan kriteria yang mampu mewakili populasi yang ada. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa pada tahun 2015 lebih 
mengutamakan pembangunan infrastruktur seperti di Gampong Manyang Baroh 
membangun jalan plat beton dan pengerasan jalan dengan biaya Rp. 211.586.000. Di 
Gampong Tanjong Mulien memanfaatn dana desa untuk jalan rabat beton dan drainase Rp. 
203.000.000. Di Gampong Calong membangun jalan rabat beton Rp.204.000.000. Di 
Gampong U membangun jalan plat beton, rabat beton dan pengerasan jalan Rp. 
217.000.000. Belum memanfaatkan untuk pemberdayaan maasyarakat. Kesimpulan bahwa 
pemanfaatan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) tahun 2015 belum dimanfaatkan secara efektif, karena lebih mengutamakan 
pembangunan infrastruktur desa dan tidak memanfaatkan untuk pemberdayaan 
masyarakat. 
 




Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 6o tahun 2014 tentang dana desa. Tujuannya adalah untuk 
membangun desa dalam segala aspek kehidupan termasuk pembangunan infrastruktur  
dan pemberdayaan masyarakat.  Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah pusat 
memberikan perhatian yang sangat besar terhadap desaPemberdayaan masyarakat miskin 
merupakan prioritas pemanfaatan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat 






dengan kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana. desa dan Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan dana 
desa yang bersumber dari APBN 
Lahirnya kebijakan tersebut ternyata membawa paradigma baru dalam tatanan 
pemerintahan  desa  bahwa desa akan mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya sangat 
besar mencapai  satu milyar  bersumber dari APBN. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 
Pusat akan memberikan perhatian serius dan sungguh-sungguh terhadap desa. Kebijakan ini 
diambil pemerintah sebagai langkah strategis dalam upaya  membangun desa sebagai basis 
masyarakat paling bawah yang masyarakatnya sebagian besar hidup miskin. Tujuan 
pemberian alokasi dana desa adalah agar masyarakat desa yang sebagian besar 
penduduknya hidup miskin diharapkan dapat hidup secara mandiri, berkualitas, 
bermartabat dan terhindar dari perangkap kemiskinan. 
Pasal (12) Peraturan Pemerintah  Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
ditegaskan bahwa besaran dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN tersebut 
diberikan pemerintah dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, 
angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis yang dihitung dengan bobot sebagai 
berikut: 
 1.  30% untuk jumlah penduduk; 
 2.  20% untuk luas wilayah desa; 
 3.  50% untuk angka kemiskinan. 
Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas dalam pemanfaatan alokasi 
mencapai 50%,  jumlah penduduk 20% dan 30% dari jumlah luas wilayah. Hal ini sesuai 
dengan kebijakan Pemerintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan Peraturan 
Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana 
Desa yang bersumber dari APBN. Mengingat begitu pentingnya peranan dana desa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa diharapkan dapat terwujud dengan 
baik melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, maka Pemerintah Pusat mulai tahun 2015 menyediakan alokasi dana desa yang 
bersumber dari APBN. 
            Berdasarkan Pasal (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa dinyatakan bahwa “dana desa” adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 






APBK dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta dana desa 
harus dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan hukum, tranparan, akuntabel, efisien, 
ekonomis dan efektif serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
kepatutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong. 
Adapun besaran dana desa diberikan bertahap sejak tahun 2015 rata-rata mencapai Rp. 
265.000.000, tahap II tahun 2016 mencapai Rp. 350.000.000, tahap III tahun 2017 mencapai 
Rp. 500.000.000 dan tahap akhir mencapai Rp. 800.000.000.000.  Hal yang perlu 
dipertimbangkan lagi adalah tingkat kesulitan geografis desa yang ditentukan berdasarkan 
faktor-faktor meliputi ketersediaan pelayanan pedesaan, dasar, kondisi infrastruktur desa 
dan transportasi desa. (Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten  Aceh Utara, 2015).  
Hasil observasi awal yang penulis lakukan menunjukkan bahwa di Kecamatan Syamtalira 
Aron Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 4 (empat) kemukiman dan 34 (tiga puluh empat) 
desa atau gampong dengan rincian sebagai berikut: 
1. Kemukiman Blang Asan. Membawahi 6 (enam) desa, 3.320 penduduk, 863 Kepala 
Keluarga dan 1.442 penduduk miskin. 
2. Kemukiman Aron. Membawahi 9 (sembilan) desa, 4687 penduduk, 1.247 Kepala 
Keluarga dan 1.945 penduduk miskin. 
3. Kemukiman Krueng Pase. Membawahi 9 (sembilan) desa, 4.556 penduduk, 1.300 
Kepala Keluarga dan 2,456 penduduk miskin. 
4. Kemukiman Syamtarail. Membawahi 10 (sepuluh) Desa, 4.635 penduduk, 1.304 Kepala 
Keluarga dan 1.989 penduduk miskin. (Sumber, Kecamatan Syamtalira Aron, 2015). 
Secara umum luas Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara 2.813 Km2, 
memiliki 17.289 penduduk, 4.714 Kepala Keluarga dan 7.832 penduduk miskin.  Pada 
umumnya penduduk bekerja sebagai petani (87%), buruh (5%), pedagang (3%), bertukang 
(2%) dan Pegawai Negeri Sipil (4%). (Sumber: Kantor Camat Syamtalira Aron, 2015). 
Fenomena yang terjadi bahwa di desa-desa atau yang disebut di Provinsi Aceh adalah 
Gampong, dalam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara memanfaatkan 
kebijakan dana alokasi desa bersumber dari APBN tahun 2015 lebih mengutamakan 
pelaksanaan pembangunan infrastruktur  daripada  pemberdayaan masyarakat. Karena 
sesuai dengan aturan hukum sudah dialokasikan dana desa sebesar  50% untuk 
pemberdayaan masyarakat.  
 Kenyataan menunjukkan bahwa  dari jumlah penduduk 17.289 jiwa diantaranya 






kenaikan harga kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga angka kemiskinan di Kecamatan 
Syamtalira Aron semakin tinggi yang kondisi kehidupan mereka semakin memprihatikan dan 
belum dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan desa atau pemerintahan 
Kecamatan Syamtalira Aron.  Melalui pemberdayaan diharapkan warga masyarakat dapat 
hidup secara berkualitas, mandiri, kehidupan yang layak  sebagai warga masyarakat yang 
bermartabat. 
           Berdasarkan fenomena tersebut di atas maka menarik bagi penulis untuk 
melakukan penelitian berjudul “ Pemanfaatan  Kebijakan Alokasi Dana Desa Bersumber dari 
APBN tahun 2015 Dalam Pemberdayaan Mayarakat” (Studi Pada Kecamatan Syamtalira 
Aron Kabupaten Aceh Utara). 
 
Fokus Penelitian 
Sejalan dengan rumusan masalah tersebut di atas maka yang menjadi fokus penelitian 
adalah: 
1. Pemanfaatan kebijakan Alokasi Dana Desa  yang bersumber dari APBN tahun 2015 
dalam Pemberdayaan  Masyarakat  di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh 
Utara.  
2. Hambatan dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN tahun 
2015 dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh 
Utara. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA  
Kebijakan Publik 
Menurut Nugroho (2009:87) berpendapat bahwa kebijakan merupakan keputusan 
yang sudah ditetapkan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Apapun pilihan 
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pengertian ini sangat luas 
karena kebijakan mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah.  
Naihasyi (2006:20) menyatakan bahwa kebijakan pubik mengandung tiga konotasi 
yaitu pemerintahan, masyarakat dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, 
objek dan lingkungan kebijakan.dengan demikian, maka kebijakan publik merupakan 
kebijakan resmi dari pemerintah.  
 Menurut Islamy  (2004:18) bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang apa 
yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukan tindakan tersebut, apa akibat 






dengan konsistensi perilaku dan berulang yang membuatnya dan orang-orang yang baik 
dipihaknya mereka yang mematuhinya.  
            Sejalan dengan pemikiran tersebut Friedrich dalam Wahab (2005:9) menuyatakan 
bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mngarah pada tujuan yang diusulkan oleh 
seseorang atau kelompok pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan 
adanya hambatan tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik “suatu 
keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah guna 
menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu”. 
Kebijakan merupakan sejumlah aktivitas pemerintah, baik dilakukan sendiri atau melalui 
lembaga lain, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dengan demikian bahwa 
kebijakan “suatu usulan arah tindakan atau kebijakan yang diajukan oleh pemerintah guna 
mengatasi hambatan atau untuk memanfaatkan kesempatan pada suatu lingkungan 
tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran”  
 
Unsur-Unsur Kebijakan Publik  
            Menurut Nugroho (2009:42) bahwa membuat suatu kebijakan memerlukan 
suatu proses kebijakan publik menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Formulasi Masalah  
     Pada langkah ini menentukan apa masalahnya, apa yang membuat hal 
tersebut menjadi masalah kebijakan dan  bagaimana masalah tersebut dapat 
masuk dalam agenda pemerintah. 
2. Formulasi Kebijakan  
     Pada langkah ini menentukan bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau 
alternatf-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut dan siapa saja yang 
berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. 
3. Penentuan Kebijakan  
     Pada langkah ini menentukan bagaimana alternatif ditetapkan,  persyaratan 
atau kriteria apa yang harus dipenuhi, Siapa yang akan melaksanakan 
kebijakan, Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebjakan, Apa 
isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. 
4. Implementasi (implementasion).  






kebijakan, apa yang mereka kerjakan, apa dampak dari isi kebijakan. 
5. Evaluasi (evaluation). 
     Pada langkah ini menentukan bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan diukur.  
 
Tujuan dan Manfaat Kebijakan Publik 
   Menurut Bridgeman dalam Wahab (2012:55) bahwa  kebijakan publik memiliki 
manfaat antara lain: 
1. Meningkatnya partisipasi di dalam masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang 
lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang sama. 
2. Meningkatnya partisipasi dalam proses-proses demokrasi sehingga pemerintah pusat 
dan lokal lebih akuntabel dan terbukaan dalam mendengarkan beragam suara dan 
aspirasi masyarakat. 
3. Menguatnya aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggung jawab bersama.  
4. Tumbuhnya dukungan bagi, dan kepercayaan pada individu dalam memenuhi 
kebutuhan dan aspirasinya. 
5. Menguatnya perasaan memiliki, indentitas dan kebanggaan bersama sebagai satu 
warga masyarakat.  
6. Menurunnya tingkat kejahatan dan aleinasi karena meningkatnya keterbukaan, kontrol 
sosial, kerjasama dan harmoni.  
7. Menigkatkan  hubungan   dan  jaringan   antara   sektor  pemerintah, swasta, lembaga 
sukarela dan keluarga.  
8. Terjadinya tukar-menukar gagasan dan niiai diantara keragaman dan pluralitas. 
Rendahnya   biaya-biaya  transaksi   karena   adanya   koordinasi   dan kerjasama yang 
erat dan memudahkan penyelesaian konflik. 
 
Faktor Mempengaruhi Kebijakan Publik 
            Menurut Nugroho  (2009:87) bahwa suatu implementasi kebijakan maka perlu 
diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, diperlukan suatu dimensi 
atau jenis kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu kebijakan. Faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor 
communication, resources, disposition, dan bureucratic structure.  
1.  Komunikasi (Communication) 






dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan. Informasi perlu 
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar memahami apa yang menjadi isi, tujuan, 
arah, kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan 
hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan. 
 
2. Sumber Daya Manusia 
    Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk 
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. antara lain anggaran, fasilitas, 
informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut: 
a. Staf  (Staff.  Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 
dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.  
b. Anggaran (Budgetary). Implementasi kebijakan, memerlukan anggaran, sebab 
tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan 
dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. 
c. Fasilitas (facility). Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan 
peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi 
suatu program atau kebijakan.  
d. Kewenangan dan Informasi (Information and Authority). Informasi juga 
menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi 
yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu 
kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk 
meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan 
yang dikehendaki. 
     3. Disposisi (Disposition)  
          Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting 
untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. 
Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan         misalnya kejujuran 
dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada 
dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari 
pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 
wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 






          Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. 
 
Manfaat Kebijakan  
Menurut Bridgeman dalam Wahab (2012:55) bahwa  kebijakan publik memiliki 
manfaat antara lain: 
1. Meningkatnya partisipasi di dalam masyarakat sehingga terdapat kesempatan yang 
lebih luas dan kemampuan yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang sama. 
2. Meningkatnya partisipasi dalam proses-proses demokrasi sehingga pemerintah 
pusat dan lokal lebih akuntabel dan terbukaan dalam mendengarkan beragam suara 
dan aspirasi masyarakat. 
3. Menguatnya aksi bersama yang merefleksikan perasaan tanggung jawab bersama.  
4. Tumbuhnya dukungan bagi, dan kepercayaan pada individu dalam memenuhi 
kebutuhan dan aspirasinya. 
5. Menguatnya perasaan memiliki, indentitas dan kebanggaan bersama sebagai satu 
warga masyarakat.  
6. Menurunnya tingkat kejahatan dan aleinasi karena meningkatnya keterbukaan, 
kontrol sosial, kerjasama dan harmoni.  
7. Meningkatkan  hubungan   dan  jaringan   antara   sektor  pemerintah, swasta, 
lembaga sukarela dan keluarga.  
8. Terjadinya tukar-menukar gagasan dan niiai diantara keragaman dan pluralitas. 
Rendahnya   biaya-biaya  transaksi   karena   adanya   koordinasi   dan kerjasama 
yang erat dan memudahkan penyelesaian konflik. 
 
Pengertian Pemberdayaan Masyarakat  
 Menurut Korten dalam Wrihatnolo (2007:62) menyatakan bahwa  Pemberdayaan 
berasal dari Bahasa Inggris, power diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan peningkatan 
kemandirian rakyat berdasarkan kekuatan internal masyarakat baik material maupun non 
material melalui redistribusi modal.  
  Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya menjadikan suasana 
kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di daiam 
kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang 
politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 






politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap 
proses dan hasil-hasil pembangunan. 
 Menurut Robert dalam Wrihatnolo (2007:52) bahwa pemberdayaan diartikan 
pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan 
kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang 
menyangkut komunitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan mendorong 
terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang 
tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal 
maupun nasional.   Oleh   karena   itu   pemberdayaan  sifatnya   individual  dan  kolektif.  
Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan 
kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. 
  Talcot dalam Juliantara (2000:64) menyatakan bahwa power merupakan sirkulasi 
dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya 
sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. 
Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan 
keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. 
Keduanya harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu 
dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.  
  Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat 
manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), 
tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri. kehilangan kemampuan untuk 
mengendalikan kehidupan sendiri. Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dengan 
mana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan dan 
mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 
kehidupannya. Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 
pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 
kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 
 
Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat 
   Menurut Talcot dalam Wrihatnolo (2007:83) bahwa proses pemberdayaan 
masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut 
meliputi: 
1. Tahap Penyadaran. Tahap ini pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 






2. Tahap Transformasi   Kemampuan.. Tahap ini merupakan tahap peningkatan 
kemampuan berupa  wawasan  pengetahuan, kecakapan ketrampilan   agar   
terbuka   wawasan   dan pemberian   keterampilan  dasar  sehingga dapat 
mengambil peran di dalam pembangunan. 
3. Tahap Peningkatan Intelektual. Tahap ini merupakan tahap pembentukan 
kecakapan dan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan 
untuk mengantarkan pada kemandirian. 
  Mencermati pendapat di atas maka menurut Bartle dalam Wrihatnolo (2007:132) 
menjelaskan bahwa  ada 16 elemen kekuatan pemberdayaan masyarakat yang dapat 
digunakan untuk menilai proses pemberdayaan masyarakat yaitu: 
1. Mendahulukan Kepentingan Umum. Kesiapan individu kepentingan mereka 
sendiri untuk kepentingan seluruh masyarakat  (yang  terlihat  dari  tingkat 
pengorbanan kebanggaan    masyarakat,    saling mendukung, setia, perduli, 
persahabatan, persaudaraan). 
2. Kesamaan Nilai. Kesamaan nilai adalah tingkatan dimana anggota masyarakat 
membagi nilai, khususnya ide yang berasal dari anggota masyarakat yang 
menggantikan kepentingan anggota dalam masyarakat. 
3. Layanan Masyarakat.. Fasilitas dan layanan (seperti jalan, pasar, air minum, 
jalur pendidikan, layanan kesehatan), yang dipelihara secara berkelanjutan 
dan tingkat akses semua anggota masyarakat pada semua fasilitas dan 
layanan. 
4. Komunikasi dalam Masyarakat. Komunikasi dalam masyarakat dan diantara 
masyarakat dengan pihak luar. Komunikasi termasuk jalan, metode elektronika 
(seperti telpon, radio, TV, internet), media cetak (koran, majalah, buku), 
jaringan kerja, bahasa yang dapat saling dimengerti, kemampuan tulis baca 
serta kemampuan berkomunikasi secara umum. 
5. Percaya Diri. Meskipun percaya diri diekspresikan secara individual, namun 
seberapa banyak rasa percaya diri itu dibagikan diantara semua masyarakat, 
misalnya suatu kesepahaman dimana masyarakat dapat memperoleh 
harapan, sikap positif, keinginan, motivasi diri, antusiasme, optimisme, 
mandiri, keinginan untuk memperjuangkan haknya, menghindari sikap masa 







6. Keterkaitan Politis dan Administratif.. Suatu lingkungan yang mendukung 
penguatan yang bersifat politis (termasuk nilai dan sikap pemimpin nasional, 
hukum dan legislatif) dan elemen administratif (sikap dari pegawai dan 
teknisi sipil, sebaik peraturan dan prosedur pemerintah), dan lingkungan 
hukum. 
7. Informasi. Kemampuan untuk mengolah dan menganalisa informasi, tingkat 
kepedulian, pengetahuan dan kebijaksanaan yang ditemukan diantara 
individu dalam kelompok secara keseluruhan terhadap informasi lebih efektif 
dan berguna, tidak sekedar volume dan besaran. 
8. Rintangan Pengembangan dan Efektivitas Pergerakan. Rintangan 
pengembangan dan efektifitas pergerakan (perpindahan, pelatihan 
manajemen, munculnya kepedulian, rangsangan) apakah ditujukan pada 
perkuatan masyarakat, apakah sumber dana dari dalam dan luar 
meningkatkan tingkat kebergantungan dan kelemahan masyarakat, atau 
menantang masyarakat untuk bertindak menjadi lebih kuat, dan apakah 
rintangan itu bersifat berkelanjutan atau bergantung pada sepanjang 
pengambilan keputusan oleh pendonor dari luar yang memiliki sasaran dan 
agenda yang berbeda dari masyarakat itu sendiri. 
9. Kepemimpinan. Pemimpin memiliki  kekuatan,  pengaruh, dan kemampuan 
untuk           mengerakkan masyarakat. Pemimpin yang paling efektif dan 
berkelanjutan adalah salah satu yang menyerap aspirasi masyarakat, memiliki 
kedudukan dan penentu kebijakan. Pemimpin harus memiliki keahlian, 
kemauan, kejujuran dan beberapa karisma. 
10. Jaringan Kerja. Jaringan kerja  tidak hanya apa masyarakat ketahui tapi juga 
siapa diketahui, apakah anggota masyarakat atau khususnya pemimpin 
mereka mengetahui orang-orang (dan badan atau organisasi mereka) yang 
dapat menyediakan sumber yang bermanfaat yang akan memperkuat 
masyarakat secara keseluruhan serta memanfaatkan hubungan, potensi dan 
kebenaran, dalam masyarakat dan dengan yang lainnya di luar masyarakat. 
11. Organisasi.Organisasi adalah kondisi bukan sebatas perkumpulan individu, 
melainkan hingga integritas organisasi, stuktur, prosedur, pengambilan 







12. Kekuatan Politik, Tingkatan dimana masyarakat dapat berperan dalam 
pengambilan keputusan daerah dan nasional. Namun sebagai individu yang 
memiliki kekuatan yang beragam dalam suatu masyarakat, sehingga 
masyarakat memiliki kekuatan dan pengaruh yang beragam dalam daerah dan 
nasional. 
13. Keahlian. Kemampuan (kemampuan teknis, kemampuan manajemen, 
kemampuan berorganisasi, kemampuan mengarahkan) yang ditunjukkan oleh 
individu yang akan berkontribusi bagi organisasi masyarakat sehingga mereka 
mampu menyelesaikan apa yang mereka ingin selesaikan. 
14. Kepercayaan. Tingkat kepercayaan dari masing-masing anggota masyarakat 
tehadap sesamanya, khususnya pemimpin dan abdi masyarakat, yang 
merupakan pantulan dari tingkat integritas (kejujuran, ketergantungan, 
keterbukaan, transparansi, azas kepercayaan) dalam masyarakat. 
15. Keselarasan, Keselarasan adalah pembagian rasa kepemilikan pada kelompok 
yang raenyusun masyarakat, meskipun setiap masyarakat memiliki divisi atau 
perbedaan (agama, kelas, status, penghasilan, usia, jenis kelamin, adat, suku), 
tingkat toleransi anggota masyarakat yang berbeda dan bervariasi antara satu 
dan lainnya dan keinginan untuk bekerjasama dan bekerja bersama-sama, 
suatu rasa kesamaan tujuan atau visi, perataan nilai. 
16. Kekayaan. Tingkat pengendalian masyarakat secara keseluruhan (berbeda 
pada individu dalam masyarakat) terhadap semua sumber daya potensial dan 
sumber daya produksi dan penyaluran barang dan jasa yang jarang dan 
bermanfaat, keuangan.  
 
C. PEMBAHASAN  
Pemanfaatan Kebijakan Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari APBN dalam 
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 4 (empat) gampong dari 34 (tiga 
puluh empat) Gampong (desa) dalam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara 
menunjukkan bahwa pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN 
tahun 2015 dalam pemberdayaan masyarakat  di gampong-gampomg dalam Kecamatan 
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara, dimanfaatkan untuk: 






Pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber dari APBN tahun 2013 untuk 
pengerasan jalan dan membangun jalan plat beton dengan memakan biaya sebesar Rp. 
211.586.000. Pemanfaatan dana untuk membangun jalan plat beton dan pengerasan 
jalan dimaksud dilakukan setelah mendapat kesepakatan dari Geuchik Gampong 
sebagai lembaga eksekutif gampong dengan  Tuha Peut sebagai  lembaga legislatif 
gampong. Dengan  pemanfaatan alokasi dana tersebut hubungan antar dusun dalam 
gampong Manyang Baroh semakin lancar. 
2. Gampong Tanjong Mulieng. 
Di gampong Tanjong Mulieng pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber dari 
APBN tahun 2013 untuk membangun jalan plat beton dan membangun saluran 
drainase dengan biaya sebesar Rp. 203.000.000. Pemanfaatan dana tersebut dilakukan 
berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Geuchik Gampong dengan Tuha Peut 
dan bersama masyarakat Gampong. Membangun jalan plat beton dan saluran drainase 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong baik dalam hubungan 
komunikasi antar dusun maupun dalam peningkatan tanaman pangan  dimaksud 
dilakukan setelah mendapat kesepakatan dari Geuchik Gampong. 
3. Gampong Calong 
Di Gampong Calong  pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber dari APBN 
tahun 2013 untuk membangun jalan rabat beton dengan  biaya sebesar Rp. 
204.000.000. Program tersebut dilaksanakan sebagai hasil musyawarah dan mufakat 
antara Geuchik Gampong sebagai lembaga eksekutif gampong dengan  Tuha Peut 
sebagai  lembaga legislatif gampong. Pemanfaatan alokasi dana tersebut hubungan 
antar dusun dalam gampong  semakin lancar. 
4. Gampong U 
Pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber dari APBN tahun 2013 di 
Gampong U untuk membangun jalan plat beton, jalan rabat beton  dan pengerasan  
jalan gampong dengan biaya sebesar Rp. 217.890.000. Pemanfaatan dana tersebut 
dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara Geuchik Gampong dengan 
Tuha Peut dan bersama masyarakat. Gampong. Dengan membangun jalan plat beton, 
jalan rabat beton serta pengerasan jalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat gampong yaitu hubungan komunikasi antar dusun semakin lancar.   
Idealnya bahwa pemberdayaan masyarakat miskin merupakan prioritas pemanfaatan 
alokasi dana desa. Oleh karena berdasar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 






dari jumlah luas wilayah. Hal ini sesuai pula  dengan kebijakan Pemerintah Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang bersumber dari APBN. 
Melalui kebijakan tersebut di atas membawa paradigma baru dalam pemerintahan  
desa,  bahwa desa akan mendapat alokasi dana desa yang jumlahnya sangat besar 
mencapai  satu Milyar bersumber dari APBN. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat 
memberikan perhatian serius dan sungguh-sungguh terhadap desa. Kebijakan ini diambil 
pemerintah sebagai langkah strategis dalam upaya  membangun desa sebagai basis 
masyarakat paling bawah yang masyarakatnya sebagian besar hidup miskin. Tujuan 
pemberian alokasi dana desa adalah agar masyarakat desa yang sebagian besar 
penduduknya hidup miskin diharapkan dapat hidup secara mandiri, berkualitas, 
bermartabat dan terhindar dari perangkap kemiskinan. 
Mengingat begitu pentingnya peranan dana desa dalam penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan, desa diharapkan dapat terwujud dengan baik melalui 
pemberdayaan masyarakat miskin yang diperkirakan di Kecamatan Syamtalira Aron 
Kabupaten Aceh Utara mencapai 35% yaitu sekitar 7232 jiwa penduduk miskin.  Namun  
hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan alokasi dana desa tahun 2015 di Kecamatan 
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara  belum terlaksana. Walaupun demikian program 
pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa di empat kecamatan yang diteliti menunjukkan 
sasarannya juga dalam rangka pemberdayaan masyarakat gampong. 
  Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam rangka meningkatkan pendapatan 
ekonomi masyarakat. Sebagaimana pendapat para ahli bahwa pemberdayaan  sebagai upaya 
menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara 
struktural, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun dalam bidang politik, 
ekonomi, dan lain sebagainya. Disisi lain pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang 
adil sehingga meningkatkan kesadaran dan kekuasaan kelompok yang lemah serta 
memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. 
Adapun jumlah besaran dana desa diberikan bertahap sejak tahun 2015 rata-rata 
mencapai Rp. 265.000.000, tahap II tahun 2016 mencapai Rp. 350.000.000, tahap III tahun 
2017 mencapai Rp. 500.000.000 dan tahap akhir mencapai Rp. 800.000.000.000 dan bahkan 
mencapai Rp. 1.000.000.000,-.  Hal yang perlu dipertimbangkan lagi adalah tingkat kesulitan 
geografis desa yang ditentukan berdasarkan faktor-faktor meliputi ketersediaan pelayanan 






Daerah Kabupaten Aceh Utara, 2015).  
 
Hambatan Pemanfaatan Kebijakan Alokasi Dana Desa bersumber APBN Tahun 2015 dalam 
Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara. 
 
                    Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para informan serta pembahasan pada bab-
bab sebelumnya dinyatakan bahwa hambatan pemanfaatan alokasi dana desa yang 
bersumber dari APBN tahun 2015 dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan 
Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia 
(intelektual), rendahnya kapasitas manajerial, rendahnya kapasitas moral, rendahnya 
kapasitas standar kerja dan rendahnya kapasitas sarana dan prasarana. 
1. Kapasitas Sumberdaya Manusia 
Hambatan dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (intelektual), Hal ini 
dimaksudkan bahwa hampir semua geuchik gampong tidak memiliki kapasitas inteletual 
atau tidak memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan yang dapat 
mendukung pelaksanaan dan pemanfaatan kebijakan alokasi sumber dana dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin. 
Sumber data menunjukkan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) geuchik gampong di 
Kecamatan Syamtalira Aron  Kabupaten Aceh Utara hanya satu geuchik yang 
berpendidikan Sarjana. Selainnya 9 (sembilan) orang berpendidikan SMP dan 24 (dua 
puluh empat) berpendidikan SMA. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa kapasitas 
intelektual bagi geuchik dalam Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara sangat 
rendah, sehingga ikut berdampak negatif dalam pemanfaatan kebijakan alokasi dana 
desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin. 
2. Kapasitas Manajerial 
Hambatan lain dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dalam 
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara adalah 
rendahnya kapasitas manajerial.  Hal ini dimaksudkan bahwa hampir semua geuchik 
gampong tidak memiliki kemampuan manajemen atau tidak memiliki kemampuan dalam 
perencanaan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi (POAC). Sehingga sangat 
berpengaruh terhadap pemanfaatan kebijakan dana desa bersumber dari APBN. Sumber 






Syamtalira Aron  Kabupaten Aceh Utara hanya satu geuchik yang berpendidikan sarjana 
yang mampu membuat program kerja berdasarkan POAC. 
3. Kapasitas Moral. 
Hambatan lain dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara adalah rendahnya kapasitas moral.  Hal ini dimaksudkan bahwa hampir 
semua geuchik gampong kurang disiplin kerja, kurang kepedulian terhadap pelayanan 
masyarakat, menghindari tanggungjawab, serta rendahnya pelayanan publik. Akibatnya 
adalah ikut berpengaruh terhadap pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa yang 
bersumber dari APBN yang dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat.  
4. Kapasitas Standar Kerja. 
Hambatan lain dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara adalah rendahnya kapasitas standar kerja.  Hal ini dimaksudkan bahwa 
hampir semua geuchik gampong di Kecamatan Syamtalira Aron tidak memiliki standar 
kerja (SOP). Oleh karena standar kerja merupakan pedoman yang harus dipegang teguh 
oleh aparatur desa.  
Standar operasional kerja (SOP) sangat penting karena selain menjadi pedoman kerja juga 
berfungsi sebagai petunjuk yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah 
ditentukan. Dengan adanya SOP diharapkan pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa 
yang bersumber APBN dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat 
terwujud dengan baik. 
5. Kapasitas Sarana dan Prasarana. 
Hambatan lain dalam pemanfaatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara adalah rendahnya kapasitas sarana dan prasarana.  Hal ini dimaksudkan 
bahwa hampir semua geuchik gampong di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh 
Utara tidak memiliki kantor desa, alat administrasi seperti komputer, almari, meja dan 
kursi kerja. Hal ini sangat mendukung kelancaran pemanfaatan kebijakan alokasi dana 
desa bersumber dari APBN.  
6. Penberdaan Pendapat Geuchik dengan Tuha Peut.           
Hambatan lain dalam  pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa yang bersumber 
dari APBN dalam ranghka pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong adalah 




dengan Tuha Peut gampong. Hal ini terjadi pada hampir semua gampong sehingga 
gerakan pemnangunan gampong menjadi tersendat dan malah tidak dapat berjalan 
sama sekali. Pada satu sisi geuchik memiliki program yang harus mendapat 
pengesahan atau persetujuan daripada tuha pheut gampong. Karena kedua 
lembaga ini masing-masing memiliki peran dan fungsi berbeda. Fungsi Geuchik 
sebagai badan eksekutif gampong, sedangkan eksekutif gampong berfungsi 
sedangka badan legislatife gampong. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dan 
strategis dalam pemanfaatan pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong yang 
bersumber dari APBN. 
 
 
D. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian, pendapat para informan serta pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) tahun 2015 di gampong-gampong dalam Kecamatan Syamtalira 
Aron Kabupaten Aceh Utara belum efektif. Karena lebih mengutamakan untuk 
pembangunan infrastruktur desa seperti membangun jalan plat beton, rabat beton, 
pengerasan jalan dan saluran drainase. Sedangkan pemberdayaan masyarakat yang 
ditentukan 50% dari seluruh anggaran yang ada belum dilaksanakan.             
2. Hambatan pemanfaatan kebijakan alokasi dana desa bersumber APBN tahun 2015 
dalam rangka pemberdayaan masyarakat  di Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten 
Aceh Utara adalah rendahanya kapasitas sumber daya manusia, renahnya kapasitas 
manajerial, rendahnya kapasitas moral, rendahnya standar kerja, rendahnya sarana dan 




   Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka disampaikan saran sebagai berikut: 
1. Hendaknya pemanfaatan kebijakan dana desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015  pemanfaatannya lebih 
mengutamakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Karena dalam aturan hukum 
dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mencapai 50% dari jumlag dana yang 






pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat serta dana desa harus dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan hukum, 
tranparan, akuntabel, efisien, ekonomis dan efektif serta bertanggungjawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat 
gampong  Hendaknya dimanfaatkan dana desa bersumber dari APBN harus lebih 
diutamakan bagi pemberdayaan masyarakat miskin sebeesar 50%, serta dana desa 
harus dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan hukum, tranparan, akuntabel, efisien, 
ekonomis dan efektif serta bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, 
kepatutan dan mengutamakan kepentingan masyarakat gampong.  
2. Hendaknya Pemerintahan Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara agar 
memberikan perhatian serius terhadap peningkatan administrasi pemerintahan dan 
pembangunan desa. Diharapkan dalam pemanfaatan alokasi dana desa bersumber 
APBN tahun 2015 maka bagi gampong-gampong disediakan pendamping ahli sehingga 
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